PERATURAN DAERAH RKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUR 1895
TENTARG
ORGANISASI DAR TATAKERJA DINAS PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUHAS.
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otononi‘ vang

nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik
berat di Daersh Tingkat II, berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor ... Tahun 1985 tentang ......
dan Peraturan Daserah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengsh Nomor .. Tahun 1885 tentang ..... 2

telah diserahkan sebagian urusan dibidang kepari-
wisataan kepada Daserah Tingkat II sebagai Urusan
Rumah Tangga Daerah ;

b. bashwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut,
maka Susunan Organisasi dan Tatakerja .Dinas
Pariwisats Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
sebagsimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daserah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1887
sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu
ditinjau kembali; ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk

i meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan
j..li Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna
khususnya dalam bidang ( perikanan,) maka perlu

menetapkan kembali Orgsanisasi ds atakerja Dinsas

Pariwisata dengan Peraturan Daerah. : NP

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pemben-
‘ tukan Dsaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegistan Instansi Vertikal di ‘Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888
Nomor 10, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3373);



4. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun 1885
tentang ... ..0.0 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor .., Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor ...) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
1882 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun
1892 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratu-
ran Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun
18984 tentang Pelaksansan Proyek Percontohan

Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor ....Tahun 1885 tentang ....(Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1985 Nomor ..... )

.Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dderah Tingkat II Banyumss

HEHUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

b. Pemerintah Dsaerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas; :

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 1II

' Banyumas;




d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kasbupaten Dserah Tingkst 11 Banyumas;

e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Banyumas;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnys disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas
Dinas Pariwisata yang melaksanakan tugss teknis tertentu;

h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jaswab, wewenang dan hsk seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelsksanaan tugasnya dida-
sarkan pada keahlian dan atasu keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB 11X
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut
kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga di bidang Pariwisa-
ta.

(2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang
berads dibawah dan bertanggung jsawab kepada Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala
Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan
tugas pembantuan dibidang kepariwisataan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi

a. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan

" dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundangan yang berlaku;

b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetspkan oleh Bupati Kepala

Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang ber-
laku;

¢. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
d. pelaksanasn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.
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(1)

(2)

(3)

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari
a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
1. Urusan Umum ;
2. Urusan Perencanaan ;
3. Urusan Keuangan ;

c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari
1. Sub Seksi Obyek Wisata ;
2. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum ;

d. Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari
1. Sub Seksi Akomodasi ;
2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
3. Sub Seksi Lingkungan Wisata ;

e. Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari
1. Sub Seksi Promosi ;

- . 2. Sub Seksi Pelayansn Informasi ;
3. Sub Seksi Wisata Nusantara ;

f. Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari
1. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
2. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
3. Sub Seksi Aneka Wisata ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usahs dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepads Kepala Dinas.




(4) Relompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional vang paling senior sebagal Ketua Kelompok dan
bertanggung jawab kepsada Kepals Dinas.

Pasal 6

. (1) Uraian tugss masing-masing unsur Organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal & ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Bagan Susunan QOrgsanisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bsagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB IV

TATAKERUJA

‘: ‘4, Pasal 7

Tatakerja Dinas Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8
Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas

Perikanan diatur sesuail dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

B AB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
..Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas Nomor 4 Tahun 1887 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas dinyatakan tidak berlaku
lagi.




Peraturan Daerah ini telah disashkan dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala Dsaserah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995
Nomor : 188.3/218A/1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

Nomor : Q6 Tanggal : 28 Juli 1995 Seri .2 D

[

NIP : 500 034 842




.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlsku pads tanggal d. .udangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Dsersah Ksbupsten Daerah Tingkat 11 Banyumss.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 1985
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 7.““T;TZ<?ALA DAERAH TINGKAT II
KABHPATEN DAERAH TINGKAT 11 6%; BANYUMAS
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LAMPIRAN XXI : KEPULUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR 3 3338,3/218 1/ 1995,
TANGGAL 10 Juli 1995 .,

+ kgRUUAHAN ATad FERALURAN DAsRAH KABUPATSY DABRAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG OHGANISASI DAN TATAKERJA DINAS YARIWISATA,

1. rénamaan leraturan Dgerah dan Diktum "Menatapkan" pada akhir kalimat
ditambahkan perkataan "Kgbupaten Daerah Tingkat II Banyumas",

24 Konsiderans "Menimbang" huruf a, perkataan "Ngmor ,..,. Tahun 1995 -
tentang ......, dan reraturan Daerah Tingkat I Jgwa Tengah Ngmor 2
Tghun 1995 tentang .e....." diubah dan dibaca "Nomor 8 Tghun 1995 dan
Feraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Ngmor 2 Tghun 1995",

3. Dasar hukum "uengingat" nomor "3 s/9" diubah dan dibaca sebagail beri-
kut :

3¢ teraturan Yemerintah Nomor 24 Tzhun 1979 tentang Yenyerahan Seba-
gian Urusan Yemerintah dalam Bidang rariwisatean Kepala Daerah -
Tingkat I (Lembaran Negara Rgpublik Ipdonesia Tghun #3990 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);¥i979

‘ 4. Yeraturan remerintah Nomor 6 Tghun 1988 tentang Ko?x‘éﬁm&si Kegia~
tan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Ipdone=-
sia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Rgpublik Indone
sia Nomor 3373);

5¢ Yeraturan remerintah Ngmor 8 Tghun 1995 tentang Yenyerahan Sebagi
an Urusan kemerintahan kepada 26 (duapuluh enam) Daersh Tingkat -
II rercontohan (Lembaran Negars Rgpublik Ipdonesia Tahun 1995 Now
mor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Ipndonesia Nomor 3590);

6. Keputusan menteri Lalam Negeri Ngmor 39 Tahun 1992 tentang Yedoman
Organisasi Dinas Daerah ;

To Keputusan uenteri Dglam Negeri Ngmor 97 Tghun 1992 tentang Yola Or
ganisasi remerintah Daerah dan Wilayah ;

8, Keputusan Menteri Dglam Negeri Nomor 49 Tghun 1993 tentang Yedoman
Organisasi dan Tatakerja Dinas Yariwisata Daerah Tingkat I dan Di
nas Yariwisata Daerah Tyngkat II ;

9., Keputusan Menteri Dglam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
. teraturan Daerah dan leraturan Daerah lrerubshan ;

10, Keputusan kenteri Lalam Negeri Ngmor 105 Tahun 1994 tentang telak
sanaan troyek lercontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II s

11. Yeraturan Daerah lYropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Ngmor 7 Tg
hun 1994 tentang lenyerahan Sebagian Urusan Yemerintahan di Bidang
Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I1 (Lembaran Daerah Tahun e
1984 Nomor T5);

12, teraturan Laerah rropinsi Laerah Tingkat I Jgwa Tengah Nomor 2 Ig
hun 1995 tentang renyerahan Sebagian Urusan remerintah Fropinsi -
Daerah Tingkat 1 Jawa lengah Di Bjdang Lalu Lintas Dan Angkutan -
Jalan, kekerjaan Umum rengairan, Fekerjaan Umum Bina liarga, reker
Jaan Upum Cipta Karya, rertambangan, Tenaga Kerja Lan lenambahan-
tenyerahan Sebagian Urusgn remerintehan Di Bjdang Kepariwisataan-
Kepada lemerintah Kgbupaten Laerah Tingkat II Banypmas (Lembaran-
Dgerah rropinsi Daerah Tingkat I dawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4).

4' Pasal 3 Coeceoevvveecas
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4.

-2 -

rasal 3 diubah dan dibaca sebagal berikut:

"Uinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah
dalam bidang Pariwisata Yang menjadi tanggung jawabnya meliputi obyek dan daya
tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan penyuluhan wisata dan tugas pemban-
tuan yang diberikan oleh remerintah ztau Femerintah Laerah Tingkat I Jawa l'engah",

tasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut:"Untuk menyelenggarakan tugas pokok se-~
bagaimana dimaksud dalam rasal 3 reraturan Laerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai
fungsi: " dan selanjutnya huruf ¢, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Fa -
riwisata"

rasal 6, diubah dan dibace sebagai berikut:
" l’asal 6 "
(1) cusunan Urganisasi sebagaimana dimaksud dalam Xasal 5 ayat (1) huruf a s/d f

dan h feraturan vaerah ini, diatur lebih lanjut dengan “eputusan Bupati Kepa
la vaerah ,

(2) rembentukan, Urganisasi dan Latakerja UXLD akan ditetapkan kemudian setelah
mendapat persetujuan dari Wenteri Lalam Negeri,

(3) Bagan urganisasi Linas rariwisatea tercantum,dajam Lampiran yang merupakan -
baugian tak terpisahkan dari leraturan Leerah ini, "

fasal 9, rada akhir kalimat ditambahkan perkataan "kecuali hetentuan BAB II Pasal
yang mengatur tentang rembentukan"

Litambahkan renjelasun seraturan Laerah dan Yenjelasan rasal Demi Fasal,

lampiran reraturan Laerah diubah dan dibaca sebagai berikut:

ao Judul Lampiran diubah dan dibaca:
"LAlr LN s FERALURAN vAlinaH  KaBUFAYEN oalhaH PINGKAD IT BANYULAS NOKOR 30
LARUN 1995 TuNTANG SUSUNAN URGANLSaSI LAN TATAKSRJA LINAS PiRIe
WLISALA hABULALEN UalRAH CINGKAL 11 BANYUMAS "

10. Judul bagan diubah dan dibaca sebagai berikut:

"EBAGAN ORGANISASIT DINAS rFARIWISATA KabUralouN DasRAH JINGKAL II BANYUMAS™

wanll GUbat nobAdd LDAckaH L1GGHALD T




